
L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 lentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan [Lcmbaran Neg,,-ra Republik
Indonesia Tahun 1959 Nemer 73, Tambalhan
Lc:mbaran Negam Republik Indonesia Nomor 1821};

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ientang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lernbaran Negara
RcpubUk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tamhahan Lc:mbaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 3851);

a. bahwa berdasarkan PasoI 114 Ayllt 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yong
berbunyi • Kepurusan Pimpinan DPRD sebagaimana
drrnaksud pada ayat 2 dijadikan Dasar Penetapan
Peraturan Daerah dan Pcraruran Bupati teniang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

b. bahwa Peraturan Daerah tcntang Anggaran
Pendapatan dan Selanja Dacrah (APBD) yang
diajukan scbagaimana dirnaksud pada huruf a
mcrupakan perwuiudan dari Rcncana Kerja
Pernerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan
dalam Kebijakan Umum APSD scrta priontas dalam
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama
an LOra Pemcrintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana
dimaksud datam huruf a dan huruf b, perlu diatuT
dan ditetapkan Peraturan Daerah tcntang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016;

ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJA DAERAH
KABUPATEN OOt\N KOMERING IUR

TAHUN ANCGARAN 2016

DENGt\N RAHMA1' TUHAN YANG MAHA £SA

SUPAll OGAN KOMERING IUR,

~1engingat:

Menirnoang :

PEAATURAN DAEAAH KABUPATEN OGAN KOMERING 11iR
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG



11. Peraturan ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lernbaran Ncgam Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomo.· 1 Tahun 200'1 tcntang
Perbendaharuan Negaro (Lembarcn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemcriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Jaweb
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
tndoncsia Tahun 2004 NOII.or 66, Tambahnn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistcrn Perencanaan Pembangunan Nasiono.l
[Lembaran Neaara Republik Indonesia 'Iuhun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 T~lhun 2004 tcntang
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintah Daerah (Lembarun Negaro Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor ~438);

8. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118,
Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9, Undang-Undang Nomor 12 Tllhul'l 2011 tentang
Pembenrukan Peruturan Pcrundang-Undangan
(Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negora Repubhk
Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembarun Ncgara Republik Indonesia Nornor 5587),
sebagaimana telah beberapa Imli diubah terakhir
dengan Undang-Uodang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua etas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmerintahnn Daorah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015
NomoI' 58, Tambahan Lembarnn Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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20. Pernturan ...

I I. Peraruran Pemeontah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pernbinaan dan Pengawasun atas Pcnyclenggar ..uU1
Pcrnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoier dUJ' Keuangan i>impinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
[l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nemer 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa
kuli diubah terakhir dengall Peraturan Pcmerintah
Nomor 37 Tahun 2006 [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambaban
LembaranHegamRepublik Indonesia Nomor 4(59);

13. Peraruran PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengclolaan Keuangan Badan Laynnan Umum
[Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negar" Republik
Indonesia Nemer 4502);

14. Peraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 temang
Stander Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambaha II
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

J 5. Pcraturan Pernerintan Nomor 54 Tabun 2005 tentang
Pinjaman Daerah [Lembaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Pcraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lcmbaran Negar... Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Perncrintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang
Sistern Informasi Keuangan Oaerah [Lcmbaran
Ncgara Republik Indonesia 't'ahun 2005 Nemer 138.
Tambahan Lembaran N"gara Republik Indonesia
Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah [Lembaran Negaru Republik Indonesia
'I'ahun 2005 Nemer 139, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraruran Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 ientang
Pengclolaan Kcuangan Daerah [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140.
Tarnbahan Lernbaran Negaro Republi k Indonesia
Nemer 4578):
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20. Peraruran Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 ternang
Pedoman Pcnyusunai dan Pcnerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 xomor 150, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4585):

21 .Pcraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi
Pemerintah (Lcrnbaran Negara Republik lndoncsia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahae Lembaran Negartt
Republik Indonesia Nomor 4614):

22. Pcraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah,
Pcmerlntahan Daerah Provinai, dan Perncrintahan
Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negnra Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lernbaran NegaraRcpublik Indonesia Nomor 47371:

23. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembamn Negam
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5165);

24. Peraturan Pernerintah Nemer 2 Tahun 2012 tenlAng
Hibah Daerah [Lembaran Negnra Republik 1ndcnesia
Tahun 2012 Nomor 5, Trunballan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5272):

25, Peraturan Menter; Dalam Ner-on Nomor 13 Tahun
2006 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Pcraruran Mcnteri Dalam Negori
Nomor 21 Tanun 2011:

26. Peraturan Menter! Dalam Ncgcri Nomor 32 Tabun
2011 tcntang Pedoman Pernberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran
Pendnpatan dan Belanja Daerah sebagal mana telah
diubah dengan Peraturan Merueri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012:

27, Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
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Rp. 47.905.319.988,·
Rp. 9.148.649.182,-

a. Pajak daerah
b.Reuibusidaerah

(2) Pendapatan astl daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf II
tcrdiri dan jcnis pendapatan :

Rp. 332.007.158.560,.
Rp. 1.618.922.946. 160,­
Rp. 313.797.325.600,-

a.Pendapatan aslidaerah
b. Dana perimbangan
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sail

(1) Pcndapatan duerah sebaguimena dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar; :

Pasal 2

Rp. 0
Sisa lcbih Pernbiayaun Anggaran tnhun
Berkenaan

Rp. 116.613.045.374,-
Rp. 6.000.000.000,-

Rp. 110.613.045.374,-Pcmbiayaan netto

3. Pernbiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 110.613.045.374,-Deli.it

2. Bclanja Daerah Rp.2.375.340.475.694,-

1.Pendapatan Daerah Rp.2.264.727.430.320,-

Angguran Pendapatan dan Bclan]a Daerah Pcrubahan Tahun Anggarau
2016 dcngan rincian sebagai berikui:

Pasal 1

PERATURAN DAERAH KABUI'ATEN OGAN KOMERINQ
ILIR TENTANO ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OOAN KOMERJNG IUR
TAHUN ANGOARAN 2016

Menetapkan

MEMUTUSKAN;

BUPATI OGAN KOMERJNC ILIR

dan

DEWAN PERWAKILAN Ro.KYAT DAEROJi
KABUPATEN OGAN KOMERING IWR

Dengan Pcrsetujuan Bcrsorna
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(2) Penerimaan. ".

Rp. 116.613.045.374,­
Rp. 6.000.000.000,-

a. Pcnerimaan
b. Pengeluaran

(I) Pembiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I tcrdiri dad:

Pasal4

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari bclanja:
:I. Belanja pcgawai Rp.
b. Belanja barang dan jasa Rp.
c. Belanja modo I Rp.

829.613.901.465,-
1.345.085.000,-
9.186.490.500,-
2.395.981.500"

79.100.001.158,-
221.360.919.740,-

750.000.000,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

(2) Bdanja Tidak Langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a
lerdiri clanjcnis belanja
a. Belanja pcgawai
b. Belanja subsidt
c. Belanja hibah
d. Bclanja bantuan sosial
c. Belanja bagi hasil
r. Bclanja barnuan keuangan
g. Belanja tidak tcrduga

(I) Bclnnjadaerah scbagaunano dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari
a, BelanjaTtdak Langsung Rp. 1.143.752.379.363,-
b. Belanja Langsung Rp. 1.231.588.096.331,

Pasal 3

Rp. 21.714.780.600,-
Rp. 39.252.573.000,-

Rp. 41.774.000.000,
Rp. 211.055.972.000,-

a. Dana bag; ha$;1pajak dan Propinsi
b. Dana Penyeauaian dan Otonomi KhUSU8
c. Banruan keuangan dan propinsi atau

pcmerintah dacrah lainnya
d. Pcndapat..an lainnya

(4) Lain - lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) huruf c tcrdiri dan jenis pendapatan :

Rp. 159.385.129.000,­
Rp. 1.049.995.034.000,­
Rp. 409.542.783.160,-

(3) DanaPcrimbangan
a. Dana bagi hasil
b. Dana alokasi umurn
c. Dana alokasi khusus

Rp. 267.953.189.390,-

Rp. 7.000.000.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipiaahkan
d. Lain - lain pendapatan aali dacrah
yangsah
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10. Lampiran X....

Oaftar Per-kiraan Penam bahan dar) Pengurangan Asct

Telap Daerab;

Oaftar Penyertaan Modal [investasi] daerah;

Rekapilrulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pcmerintahan Daerah dan
r'-'ungsi Dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Jwnlah Pegawai Per Gotongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Dacrah

Pemerintahan
Belanja dan

Rincian I\PBD menurut Urusan
Daerah, Organisasi, Pcndapatan,
Pernbiayaan;

Rekapirulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kcgiatnn;

Ringkasan I\PBD;

Ringkasan APED menurut Uruaan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

6. Lampiran V1

7. Lampiran VU

8. Lampiran vm

9. Lampiran IX

S. Lampiran V

4. LampiJ'811IV

3. Lampiran In

1. Lampiran I

2. Lampiran D

Uraian Icbih lanjut I\nggaran Pendaparan dan Belanja Daerah
Sebagaimana dimalksud dalarn Pasal 1, tercanrum daJarn Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

Pasal 5

•

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pernbiayaan :
a. Pcnyertaan modal saham pada Rp. 5.000.000.000,-

Sank Sumsel
b. Pcnyertaan modal saham pada Rp. 1.000.000.000,-

Pcrusahaan Daerab Bende Segugllk

1.855.140.687,-
114.757.904.687,-

huruf a terdiri dari

7

(2) Penerimaan scbagairnana dirnaksud pada ayat (1)
jcnis pernbiayaan ;
a. Pcncrimaan kcmbali pembcrian pinjaman Rp.
b. Pcnerimaan piutang daerah Rp.



NOREG PERATURAN OAER".H KABUPATEN OGAN KOMERlNG lL1R
PROvmSI SUM.~TERA SELATAN NOMOR 16/0Kl/2015

AERAH KABUPATEN OGAN KOMERING II.IR TAHUN 2015

Oiundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 20 J :;

Sf!:KRETARlS OAERAH KABUPATE:N OGAN KOMERING iua,

BUPATI OGAN KOMERING fUR,

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggaJ .30 Desember 2015

Peraturan Dacrah tentang Anggarnn Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir Tahun Anggaran 2016 berlaku mulai
tBnggal I Januari 2016.
Agar scoop orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraruran Daerah ini dengan penempatannyn datarn Lcmbaran Daerah.

Pasal 7

Bupati rnenerapkan Peraruran l"ntang pcnjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operaslonal pelaksanaan APSD.

Pnsal6

13. Lampiran XlIl Daltar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah

10. Lampiran X Daftar Perklraan Penambahan dan Pengurangan Aset

lainnya;

Dafta!" kegiatan-kegiaran tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran inl;

12. Lampiran xn Oaftar dana cadongan dacrah; dan

11. Lampirnn Xl

8


